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Apakah koperasi yang dibentuk melalui target nasional
masih dapat disebut sebagai demokrasi ekonomi?



Demokrasi ekonomi berarti

Keputusan bersama

kepemilikan anggota

Partisipasi

Kemandirian







Policy Context
KDKMP lahir sebagai program nasional untuk memperkuat ekonomi
desa melalui pendekatan yang terpusat (top-down), dengan target
pembentukan 80.000 koperasi dalam waktu singkat.

Actor & Issue Characteristics

Pemerintah pusat, pemerintah desa, BUMDes, koperasi eksisting,
UMKM, akademisi, dan masyarakat memiliki kepentingan yang
berbeda. Isu menjadi sensitif karena berkaitan dengan Dana Desa,
kelembagaan ekonomi lokal, dan otonomi desa.

Conflict Episode
Konflik muncul melalui kritik terhadap pendekatan top-down, potensi
tumpang tindih dengan BUMDes, kekhawatiran penggunaan Dana
Desa, serta minimnya ruang deliberasi masyarakat desa.

Government Response
Respons pemerintah lebih banyak berupa sosialisasi, percepatan
implementasi, dan penegasan tujuan program, sementara desain
kelembagaan kebijakan relatif tidak berubah.

Conflict Feedback
Konflik berpotensi menurunkan legitimasi kebijakan, mengurangi rasa
memiliki (ownership) masyarakat, dan memengaruhi efektivitas
implementasi apabila akar persoalan desain tidak diselesaikan.



Sumber: Youtube Setneg RI

Program Koperasi Desa Merah Putih: Pemerintah
menargetkan pembentukan koperasi di 81.000 desa
dan kelurahan. Tujuannya untuk menyediakan
pembiayaan murah, memutus ketergantungan pada
rentenir, dan memastikan distribusi subsidi tepat
sasaran.

Konsep Ekonomi Indonesia Incorporated: Prabowo
menekankan bahwa memperkuat koperasi bukan
berarti melemahkan perusahaan swasta atau BUMN.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan sinergi seluruh
kekuatan ekonomi mulai dari koperasi, UMKM,
BUMN, hingga swasta untuk bersatu.

Potensi Perputaran Ekonomi Desa: Kebangkitan
koperasi didorong untuk menjaga nilai tambah
ekonomi agar tetap dinikmati oleh rakyat, dengan
potensi perputaran dana yang besar hingga menyasar
triliunan rupiah di pedesaan.







Rekomendasi

Komisi VI DPR RI Perkuat pengawasan dan evaluasi berbasis kualitas koperasi,
bukan sekadar jumlah.

Kementerian Koperasi Terapkan pendekatan yang fleksibel, fasilitatif, dan berbasis
kebutuhan desa. 

Pemerintah Desa & Daerah Wujudkan musyawarah desa yang partisipatif dan bermakna.

Kementerian Keuangan & Kemendes PDT Reformulasi skema pembiayaan agar tidak membebani Dana Des

Pengurus Koperasi Perkuat tata kelola profesional, transparansi, dan kolaborasi
dengan BUMDes/UMKM. 
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